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ABSTRAK
Nama : M. Anas
Nim : 30600113189
Judul : Rekruitmen dan Kaderisasi Partai Golkar di Kabupaten Sinjai
Periode 2014-2019
Penelitian ini fokus pada pola Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Golkar di
Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Golkar Kabupaten Sinjai Periode 2014-
2019. Partai politik menjadi penghubung yang sangat strategis antara proses-proses
pemerintahan dengan warga negara. Setiap partai politik memiliki pola rekruitmen
yang berbeda, dimana pola perekrutan disesuaikan dengan sistem politik yang
dianutnya.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana peneliti
menggunakan pendekatan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Kajian ini
menggunakan teori partai politik, rekrutmen dan representasi. Pengambilan data
dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.
Partai Golkar di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa dalam proses rekrutmen
calon anggota legislatif bersifat pragmatis karena melihat dari segi popularitas suatu
calon, melihat calon yang berpotensi untuk mendongkrak perolehan suara partai
walaupun itu kader baru atau kader instan, yang pastinya belum mengetahui lebih
dalam platform suatu partai.
Hasil penelitian ini adalah 1) partai golkar dalam mengusung suatu calon
bersifat pragmatis sehingga partai tidak mampu menampilkan figur yang memiliki
potensi dalam bidang tersebut melainkan lebih melihat popularitas dan mampu
mendongkrak perolehan suara partai. 2) Partai Golkar di Kabupaten Sinjai
mengalami penurunan dalam jumlah perolehan suara terbanyak, dimana pada
pemilihan-pemilihan sebelumnya partai golkar selalu memperoleh suara terbanyak,
namun pada pemilihan legislatif tahun 2014, partai golkar berada pada urutan ketiga
tingkat perolehan suara terbanyak di antara partai peserta pemilu lainnya.





Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau
berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah
sangat akrab di lingkungan. Sebagai lembaga politik partai bukan sesuatu yang
dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun
juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru
dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara.
Dan ia baru ada di negara modern.1
Partai politik adalah suatu kelompok manusia (orang-orang) yang terorganisir
yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.
Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berusaha
untuk merebut kedudukan politik (biasanya dengan melalui cara konstitusional)
melalui program-programnya. Namun secara sederhana partai politik merupakan
representation of ideas yang harus ada dalam sebuah sistem politik modern yang
demokratis. Partai politik sebagai organisasi yang berorientasi pada representation of
ideas secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga.2
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka,
2008), h. 397.
2 Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012), h. 188.
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Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai
harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk
berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan
kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak
dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.
Partai politik memiliki beberapa fungsi seperti, sebagai sarana komunikasi politik,
sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai
sarana pengatur konflik.3 Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini
adalah rekrutmen partai politik.
Rekruitmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu
Negara karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-
fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu,
tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekruitmen
politik. Rekruitmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan
seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam
sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.4 Rekruitmen politik
adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk
3 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka,
2008), h. 405-409.
4 Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Widiasarana,1999),h.
25.
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partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan
menjalankan kekuasaan politik.5
Tujuan utama partai politik adalah turut serta dalam atau terlibat dalam
politik praktis kepemerintahan, maka sudah barang tentu salah satu fungsi partai
politik adalah melakukan rekrutmen politik guna mengisi posisi-posisi yang
dibutuhkan dalam lembaga-lembaga politik (negara) seperti DPR. Oleh sebab itu
fungsi ini terkait erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan
internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan
internalnya, setiap partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena
hanya dengan kader-kader yang demikian, ia akan dapat menjadi partai yang
memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan memiliki
kader yang berkualitas itulah pula partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya
sendiri dan memiliki peluang yang cukup besar untuk mengajukan calonnya untuk
masuk ke bursa kepemimpinan nasional.6
Kader yang berkualitas lahir tidak lepas dari suatu partai bagaimana dalam
melakukan kaderisasi. Kaderisasi merupakan proses penyiapan sumber daya manusia
agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan
fungsi organisasi secara lebih bagus.7 Dalam pengkaderan itu sendiri terdapat dua
persoalan penting. Pertama, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi
5 Inu Kencana Syafie, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: Pustaka RekaCipta,2009),
hal.58.
6 Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012), h. 190-191.
7 Koiruddin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004). h. 113.
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untuk meningkatkan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan. Kedua,
adalah kemampuan untuk menyediakan stok kader atau individu yang dikhususkan
bagi kaum muda. Kemampuan sebuah partai politik untuk melakukan proses
kaderisasi terhadap anggota-anggotanya sangat dipengaruhi oleh kemampuan
pengurus sebuah partai politik dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan secara
intensif pada bidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya.8
Apabila kaderisasi baik, maka masa depan partaipun ikut baik berkembang
dan maju, bahkan sebaliknya. Apabila kaderisasi buruk maka masa depan partaipun
akan buruk. Ini sesuai dengan seruan Allah dalam Q.S An-nisa’ ayat 9.
                             
Terjemahnya :
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang
benar.9
Terjemahan ayat di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang sukses ditentukan
oleh generasi. Jika proses kaderisasi yang dilakukan pengurus buruk, maka akan
lahir pula kader yang tidak berkualitas, jadi pengurus partai harus melakukan
kaderisasi dengan benar dan terstruktur sehingga partai memiliki peluang yang besar
dalam mengajukan calonnya kebursa kepemimpinan. Dan kemudian dijelaskan pula
8 Koiruddin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004). h. 114.
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan (Semarang: Toha
Putra, 2005)
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dalam hadis bahwa jangan menyia-nyiakan amanat karena akan terjadi suatu
kehancuran.
ْ نَِد ا ْس . قَاَل اَذا  ِ َ َرُسوَل ا ََة. قَاَل َكْیَف اَضاَعُهتَا  ا َمانَُة فَانَْتِظْر الس ْ َذا ُضِیَّعْت ا َةَ ا ا . فَانَْتِظْر الس ِ ِ ْه َْريِ  ْمُر اَىل 
Artinya :
6015. Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada
seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan? ‘Nabi
menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah
kehancuran itu.”10
Terjemahan hadits di atas menegaskan bahwa betapa pentingnya menjaga
setiap amanat yang diberikan kepada kita, karena pemimpin yang menjaga amanat
dengan baik pasti melahirkan generasi yang baik pula, begitupun sebaliknya jika
amanat telah disia-siakan, maka generasi yang lahir akan buruk. Dan kemudian
dijelaskan pula dalam Q.S An-nisa’ ayat 58.
                         
   
Terjemahnya :
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.11
10 Hendra S, Sahih Bukhari Muslim, Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari
dan Imam Muslim, (Cet. I; Bandung 2008)
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan (Semarang: Toha
Putra, 2005)
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Terjemahan ayat di atas menjelaskan bahwa amanat harus disampaikan
kepada yang berhak menerimanya, sebenarnya segala sesuatu telah ditentukan
dengan jalan yang benar, hanya saja bagaimana seseorang menjalankannya. Dalam
proses pengkaderan di partai politik misalnya, telah diatur beberapa tahap yang harus
dilalui untuk menjadi seorang kader, namun jika suatu pengurus tidak mengikuti
proses yang telah ada maka akan lahir kader-kader yang tidak berkualitas, partai
akan sulit menentukan atau mengajukan calonnya ke bursa kepemimpinan, dan juga
elektabilitas suatu partai akan menurun.
Kenyataannya sekarang partai politik masih banyak yang bersifat pragmatis
dalam mengajukan calonnya ke bursa kepemimpinan, meskipun telah di atur dalam
partai syarat-syarat perekrutan dan kaderisasi namun tidak diterapkan. Partai politik
dalam mengusung calon legislatif misalnya, masih banyak partai politik yang
mengusung calon yang baru bergabung di partai pada saat pemilihan tiba atau yang
biasa di sebut kader instan, ini merupakan cerminan kegagalan suatu partai dalam
melakukan kaderisasi, seperti yang terjadi pada partai golkar di Kabupaten Sinjai
pada pemilihan legislatif periode 2014-2019, dimana partai golkar mengusung
beberapa calon yang merupakan kader yang baru bergabung pada saat pemilihan
legislatif tiba. Hal seperti ini juga akan berdampak pada elektabilitas suatu partai,
salah satunya jumlah perolehan suara partai dan kursinya menurun.
Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari
bagaimana pola rekruitmen dan kaderisasi yang dilakukan partai golkar. Karena dari
proses rekruitmen yang tepat dapat membuat partai itu sendiri menjaga
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elektabilitasnya, oleh karena itu penulis mencoba mengangkat permasalahan ini
kedalam penelitian yang berjudul “Rekruitmen dan Kaderisasi Partai Golkar di
Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019.”
B. Rumusan Masalah
Masalah di sini adalah ‘setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk
memecahkannya’. Masalah penelitian harus dapat dirasakan sebagai rintangan yang
mesti dilalui apabila ia akan berjalan terus. Masalah menampakkan diri sebagai
tantangan, sebagai hal yang akan penting dan berguna, sebagai hal yang  penting dan
berguna, sebagai hal yang realistik, yang menggerakkan seseorang untuk
membahasnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan
perumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pola rekruitmen dan kaderisasi pada partai Golkar di Kabupaten
Sinjai Periode 2014-2019 ?
2. Bagaimana implikasi pola rekruitmen dan kaderisasi terhadap perolehan suara
partai Golkar di Kabupaten Sinjai periode 2014-2019 ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin di capai peneliti adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana pola rekruitmen dan kaderisasi pada partai
Golkar di Kabupaten Sinjai periode 2014-2019
2. Untuk mengetahui implikasi pola rekruitmen dan kaderisasi terhadap
perolehan suara partai Golkar di Kabupaten Sinjai periode 2014-2019
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Adapun juga kegunaan dari hasil penelitian yang di hasilkan adalah :
1. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan
skripsi sebagai syarat mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Politik pada
Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis baik




a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis
dalam bidang Politik sebagai bekal bagi penulis dalam terjun
bermasyarakat nantinya.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang
akan melakukan penelitian terkait “ Rekruitmen dan Kaderisasi Partai
Golkar di Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019.” sekaligus membantu
pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Manfaat Praktis
a. Partai Golkar Kabupaten Sinjai
Diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai rekruitmen dan
kaderisasi yang dilakukan oleh partai Golkar.
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b. Masyarakat
Diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat apabila akan
bergabung menjadi anggota partai politik dan bisa memilih yang mana
pendidikan politik yang baik yang diberikan oleh partai politik.
E. Tinjauan Karya Terdahulu
1. “Skripsi yang berjudul Perbandingan Rekruitmen PDI-Perjuangan Dan
Partai Demokrat Terhadap Caleg DPRD Pemilu Tahun 2014 Di Kabupaten
Polewali Mandar”. Oleh Kaswan Try Poetra. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
pola rekruitmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat terhadap Caleg DPRD pemilu
tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar hampir sama, dimana pola rekruitmen
yang diterapkan kedua partai ini dimulai dari pendaftaran bakal calon legislatif,
seleksi tahap I (seleksi berkas) dan seleksi tahap II yang dilakukan oleh DPP masing-
masing partai. Dalam merekrut caleg, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat juga
lebih memprioritaskan kader internal partainya namun tidak menutup kemungkinan
PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat untuk merekrut caleg dari pihak eksternal
partai.12 Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu
pada penelitian di atas membandingkan antara pola rekruitmen PDI-P dengan Partai
Demokrat terhadap caleg DPRD pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Polewali
Mandar, sedangkan penilitian penulis hanya fokus pada partai Golkar saja.
12 Kaswan, Perbandingan Rekruitmen PDI-Perjuangan Dan Partai Demokrat
Terhadap Caleg DPRD Pemilu Tahun 2014 Di Kabupaten Polewali Mandar, (skripsi fakultas
ilmu sosial dan ilmu politik universitas hasanuddin 2013), h. 11.
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2. “Jurnal yang berjudul Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan DPC PDIP Kota Kediri”. Oleh Gylang Virgo Panantang. Drs.
Suwarno Winarno. Siti Awaliyah, S.Pd, S.H, M. Hum. Hasil penelitian yang
diperoleh dari penelitian ini adalah (1) keinginan individu untuk bergabung menjadi
anggota dari partai, dan PDI Perjuangan pro aktif turun kemasyarakat untuk mencari
orang yang mempunyai potensi tinggi dibidang akademis maupun tokoh masyarakat
yang mempunyai pengaruh besar di lingkungan masyarakat. (2) Model kaderisasi
yang dikembangkan PDI Perjuangan kota Kediri yaitu model kaderisasi kelas dan
model kaderisasi gerakan. (3) Kendala PDI Perjuangan dalam rekruitmen anggota
baru terletak pada kemampuan komunikasi para kader dalam proses mempengaruhi
para calon anggota baru yang menjadi incaran partai, upaya yang dilakukan untuk
mengatasi kendala tersebut dengan menugaskan kader-kader unggulan ditiap daerah
untuk dijadikan motor utama penggerak di masyarakat dan menekankan pada
program yang pro rakyat. Kendala dalam kaderisasi PDI Perjuangan terletak pada
keterbatasan pemateri handal yang mampu memberikan materi sesuai dengan bidang
yang dikuasai. Upaya yang dilakukan PDIP dalam mengatasi kendala yang terjadi
dalam proses kaderisasi adalah dengan memberlakukan sistem penilaian berdasarkan
prestasi kader membuat semangat kader untuk ikut sebagai peserta pendidikan dan
pelatihan kader diberbagai tingkat dapat maksimal. Sedangkan kendala yang terkait
pemateri, PDI Perjuangan mencoba menghadirkan pemateri yang handal akan
membuat peserta tertarik dan juga tingkat ketercapaian materi akan dapat terserap
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maksimal oleh peserta kaderisasi.13 Adapun yang membedakan penelitian di atas
dengan penelitian penulis yaitu penelitian di atas fokus pada Model Rekrutmen dan
Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC PDIP Kota Kediri,
sedangkan penelitian penulis menjelaskan bagaimana pola rekruitmen dan kaderisasi
Partai Golkar di Kabupaten Sinjai periode 2014-2019.
3. “Jurnal yang berjudul Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh DPC
Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilu 2014”.
Oleh Ishaq. Jaelan Usman. Andi Luhur Prianto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pola rekrutmen calon anggota legislatif yang digunakan oleh DPC Partai Demokrat
adalah rekrutmen terbuka. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh DPC Partai
Demokrat yaitu: Persiapan, pada tahap ini, Partai Demokrat menyiapkan beberapa
hal untuk melakukan rekrutmen calon anggota legislatif, seperti pembentukan tim
dan tugas-tugas tim itu sendiri. Pengumuman, dalam Partai Demokrat mengeluarkan
pengumuman mengenai pendaftaran calon anggota legislatif. Pendaftaran, pada tahap
ini pendaftar dibagikan formulir untuk diisi dan diserahkan kembali beserta berkas-
berkas yang harus dilengkapi. Verifikasi, pada tahap ini semua berkas pendaftar
diseleksi kembali sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh partai Demokrat. Seleksi
khusus, pada tahap ini Partai melakukan penyeleksian melalui uji kepatutan dan
kelayakan. Penugasan, pada tahap ini semua bakal calon diberikan tugas dilapangan
untuk terjun langsung ke masyarakat. Evaluasi dan penilaianakhir, pada tahap ini
13 Gylang Virgo dkk, Model Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan DPC PDIP Kota Kediri, (artikel), hal. 1.
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diberikan penilaian akhir untuk menetapkan calon anggota legislatif. Penetapan calon
anggota legislatif, pada tahap ini dilakukan rapat kerja partai untuk menetapkan
calon anggota legislatif yang akan diserahkan ke KPU.14 Adapun yang membedakan
penilitian di atas dengan penelitian penulis yaitu, penilitian di atas fokus pada
Rekruitmen Calon Anggota Legislatif Oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten
Polman Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilu 2014, sedangkan penilitian penulis
fokus pada pola rekruitmen dan kaderisasi partai golkar kabupaten sinjai periode
2014-2019.
4. “Jurnal yang berjudul Kaderisasi Partai Nasdem Dalam Menghadapi Pemilu
Legislatif 2014 Di Kabupaten Maros”. Oleh Nurazizah. Jaelan Usman. Andi Luhur
Prianto. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pola rekrutmen politik
calon anggota legislatif yang digunakan pada DPD Partai Nasdem Kabupaten Maros
menggunakan pola rekrutmen terbuka. Pola rekrutmen ini diharapkan mampu
menciptakan calon kader dan calon anggota legislatif yang berkualitas. Sehingga
calon anggota legislatif yang berkualitas ini diharapkan mampu menjadi kader
pendulang suara.15 Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian
penulis yaitu, penelitian di atas fokus pada Kaderisasi Partai Nasdem Dalam
Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Maros, sedangkan penelitian
penulis fokus pada rekruitmen dan kaderisasi partai Golkar pada periode 2014-2019
14Ishaq dkk, Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh DPC Partai Demokrat
Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilu 2014, (Jurnal Ilmu Pemerintahan),
Volume. III, No. 2, Oktober 2013.
15Nurazizah dkk, Kaderisasi Partai Nasdem Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif
2014 Di Kabupaten Maros, (Jurnal Ilmu Pemerintahan), Vol. V, No. 1, April 2015.
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5. “Jurnal yang berjudul Elektabilitas Partai Demokrat dalam Pemilukada di
Papua Barat Tahun 2013”. Oleh Fitiriani Sari Handayani Razak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemilih di Papua Barat dapat dikategorikan sebagai pemilih
yang tidak terpengaruh akan elektabilitas partai. Hal ini tercermin dari kemenangan
yang diperoleh kandidat yang diusung oleh partai demokrat ditengah merosotnya
elektabilitas partai ini. Alhasil dengan melihat dinamika elektabilitas partai demokrat
di berbagai daerah sebagai perbandingan selera pemilih pada saat pilkada (pemilihan
kepala daerah). Dalam menganalisa kemenangan kandidat partai demokrat di Papua
Barat digunakan perspektif rasional dalam membaca proses pilkada. Selain itu,
diterapkannya sistem noken yang menjadi ciri khas rakyat papua dalam proses
pemilihan merupakan dilematisasi bagi para calon kepala daerah dalam memobilisasi
massa.16 Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian penulis
yaitu, penelitian di atas fokus pada Elektabilitas Partai Demokrat dalam Pemilukada
di Papua Barat Tahun 2013, sedangkan penelitian penulis fokus menjelaskan
rekruitmen dan kaderisasi partai Golkar Kabupaten Sinjai periode 2014-2019.
16 Fitriani, Elektabilitas Partai Demokrat Dalam Pemilukada Di Papua Barat Tahun





Teori merupakan alat untuk memahami kenyataan atau fenomena, suatu teori
terkadang tidak mampu secara tuntas menganalisis sesuatu. Oleh karenanya melalui
suatu penelitian teori tersebut dipertajam, diperkuat atau bahkan sebaliknya dibantah
dengan kenyataan atau fenomena.9 Adapun teori ataupun konsep yang digunakan
untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Partai Politik
Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita
yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik-(biasanya) dengan cara konstitusional-untuk
melaksanakan programnya.10
Selain itu juga ada beberapa defenisi mengenai partai politik menurut ahli
ilmu klasik dan kontemporer yaitu:
a. Partai politik itu adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara
stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap
pemerintahan bagi pimpinan partainya dan dengan berdasarkan
9Damsar, Pengantar Sosiologi Politik(Jakarta: Kencana, 2010). h. 45.
10Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2008). h. 403-404.
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penguasaan tersebut, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan
yang bersifat idiil serta material.
b. Partai politik itu adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang
berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut
dukungan rakyat dengan melalui persaingan dengan suatu golongan atau
golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.11
Partai politik juga memiliki beberapa Fungsi di antaranya:
a. Sebagai sarana komunikasi politik
Konsep komunikasi politik dalam ilmu politik telah mengalami
perkembangan dalam pengertiannya komunikasi politik mengalirkan pesan-pesan
politik berupa tuntutan (demand), protes dan berupa dukungan (supports) atau
aspirasi dan kepentingan kedalam suatu proses sistem politik yang hasil daripada
proses itu tersimpul dalam fungsi-fungsi output dan dialirkan kembali oleh
komunikasi politik yang sejatinya menjadi feedback dari sistem politik itu sendiri.12
Jadi dapat dikatakan bahwa partai politik berfungsi dalam memperbincangkan dan
menyebarluaskan rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan cara
komunikasi itu maka akan tercipta komunikasi dua arah yakni dari masyarakat ke
pemerintah dan sebaliknya dari pemerintah ke masyarakat. Peran partai politik dalam
11Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). h. 188.
12Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). h. 189.
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komunikasi politik itu sendiri yakni berperan sebagai jembatan antara pemerintah
dan bagi yang diperintah.13
b. Sebagai sarana sosialisai politik
Dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik sebagai
instrumen penting dalam sebuah negara demokrasi modern, berfungsi untuk
melakukan penyaluran nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan atau kebiasaan politik
yang benar kepada para konstituensnya. Dalam metode penyampaiannya, sosialisasi
politik yang dilakukan oleh sebuah partai politik yaitu, pendidikan politik, dan
indoktrinasi politik.14
c. Sebagai sarana rekrutmen politik
Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi
pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah
peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.15
d. Sebagai sarana partisipasi politik
Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta
dalam menentukan pimpinan pemerintahan.16
e. Sebagai sarana pengatur konflik
13Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2008). h. 408.
14Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). h. 190.
15Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik(Jakarta: Gramedia Widiasarana,1999).
h.25.
16Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). h.191
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Konflik yang dimaksud di sini adalah dalam artian yang luas, mulai dari
perbedaan pendapat sampai dengan pertikaian fisik antar-individu atau kelompok
dalam masyarakat. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi
untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang
berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari
pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah
badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan
politik.17
2. Rekruitmen
Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan partai
sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik
yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik.18
Rekruitmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu
Negara karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-
fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu,
tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekruitmen
politik. Rekruitmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan
seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam
17Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik(Jakarta: Gramedia Widiasarana,1999),
h.153-154.
18Ichlasul Amal, Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi,(Yogyakarta:
Tiara Wacana Yogyakarta, 1996). h. 28
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sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.19 Rekruitmen politik
adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk
partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan
menjalankan kekuasaan politik.20
Prosedur-prosedur rekruitmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu:21
1. Prosedur tertutupartinya rekruitmen dilakukan oleh elit partai yang
memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap
layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya
untuk memimpin.Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karna
hanya ditentukan oleh segelintir orang
2. Prosedur terbukaartinya setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa
saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta
pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksankan secara
terbuka, dan terang-terangan.Dikenal dengan istilah LUBER : Langsung
Umum Bebas dan Rahasia, JURDIL : Jujur dan Adil.
Di dalam rekruitmen politik juga dikenal istilah jalur-jalur politik yang perlu
kita ketahui secara luas kajian-kajianya antara lain:22
19Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik(Jakarta: Gramedia Widiasarana,1999).
h.25.
20Inu Kencana Syafie, Pengantar Ilmu Politik(Bandung: Pustaka RekaCipta,2009),
hal.58.
21 Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Semarang: Pustaka
Pelajar, 2005), hal.200
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a. Jalur rekruitmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok
atau individuartinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan
seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria
tertentu,distribusi-distribusi kekuasaan,bakat-bakat yang terdapat
didalam masyarakat,langsung tidak langsung menguntungkan partai
politik.Semua faktor-faktor tersebut perlu kita kaji dan fahami karena
tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin.Kita harus mempunyai
skill,kecakapan,keahlian untuk terjun kedalam dunia politik.Karena
dunia politik merupakan dunia yang keras penuh persaingan taktik dan
teknik.Bukan sembarang orang mampu direkrut untuk masuk kedalam
dunia politik.Orang-orang tersebut terpilih karena memang memenuhi
kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mampu menguntungkan negara
maupun memberi keuntungan partai-partai tertentu.
b. Jalur rekruitmen berdasarkan kaderisasiartinyasetiap kelompok-
kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-
anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan
jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangya serta mampu
membawa/memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi
pengaruh besar dikalangan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tujuan
dari terbentuknya suatu partai politik yang perlu kita ketahui.Seperti yang
22Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Semarang: Pustaka
Pelajar, 2005), hal.200
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terangkum didalam teori Almond dan G.Bigham powell menjelaskan
“rekruitmen politik tergantung pula terhadap proses penseleksian
didalam partai politik itu sendiri”.Jadi kesimpulannya setiap individu
harus mempunyai skill yang mampu diperjualbelikan sehingga mampu
menempati jabatan-jabatan penting suatu negara.
c. Jalur rekruitmen politik berdasarkan ikatan promordial. Dizaman modern
ini jalur rekruitmen promodial tidak menutup kemungkinan terjadi
didunia politik. Fenomenal itu terjadi karena adanya hubungan
kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan
politik sehingga ia mampu memindahtangankan atau memberi jabatan
tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap
dalam mengemban tugas kenegaraan.Fenomena ini dikenal dengan nama
“rekruitmen politik berdasarkan ikatan promodial”.Contoh jalur
rekruitmen politik berdasarkan ikatan promodial: seorang raja ketika
wafat akan menyerahkan segala kekuasaanya kepada anak-
anaknya,kekuasaan yang diberikan kepada keluarga besan,ketika
perkawinan menantu lelaki yang diberi jabatan penting oleh
mertuanya,karena memiliki persamaan marga atau suku seseorang
mendapat jabatan dari sesama marga atau sukunya.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan rekruitmen politik
adalah:23
1. Faktor pertama, ini bukan mempertanyakan atau membahas siapa yang
akan menjadi bakal calon pemimpin untuk negeri ini kedepannya
melainkan lebih menekankan terhadap persoalan disekitar
politik,kekuasaan rill dan berada disuatu historis.
2. “Persoalan disekitar politik” berarti setiap calon-calon pemimpin yang
akan dipilih harus mampu mengoptimalisasikan segala tenaga dan
upayanya untuk menyeimbangkan segala polemik-polemik yang sedang
terjadi di Negara ini untuk dipersempit dampaknya.Sehingga iming-
iming tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat luas untuk
memilihnya sebagai calon pemimpin kedepannya.
3. “kekuasaan rill” berarti seorang calon pemimpin harus memiliki teknik
yang tersimpan didalam konsep pikirannya untuk dikembangkan ketika
telah menjadi pemimpin.Konsep tersebut berisi suatu cara bagaimana
mempengaruhi masyarakat luas sehingga mampu dipercaya untuk
memimpin dalam periode yang lama dan abadi.
Unsur yang terakhir adalah “berada dalam suatu historis” artinya setiap
pemimpin otomatis menginginkan nama dan jasa-jasanya selalu terekam dalam
benak pikiran masyarakat dan setiap calon pemimpin harus mampu merangkai
23Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Semarang: Pustaka
Pelajar, 2005), hal.201
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konsep tersebut sebelum dirinya terpilih menjadi pemimpin.Selanjutnya materi yang
perlu kita kaji adalah pentingnya mengetahui pembagian jabatan didalam politik
yaitu:24
a. Jabatan politik artinya jabatan yang diperoleh sebagai dari hasil
pemilihan rakyatnya atau yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dan
dikenal sebagai seorang “politikus”.Masa jabatannya hanya dua kali
periode.
b. Jabatan administratif artinya jabatan yang diperoleh secara manual
melalui tahap-tahap pendidikan dan pelamaran kerja.Jabatan ini dianggap
pasti dan mampu mampu menjamin hidup para “administrator” karena
masa jabatannya berlangsung lama.Para administrator ini dikenal sebagai
atribut negara karena menjadi indikator pelengkap dan pendukung dalam
membantu tugas para politikus.
Sistem perekrutan politik terdiri dari beberapa cara yaitu:25
1. Seleksi pemilihan melalui ujian.
2. Latihan(training). Kedua hal tersebut menjadi indikator utama didalam
perekrutan politik.
3. Penyortiran atau penarikan undian(cara tertua yang digunakan diyunani
kuno).
24Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Semarang: Pustaka
Pelajar, 2005), hal.201-202
25Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Semarang: Pustaka
Pelajar, 2005), hal.202-203
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4. Rotasi memiliki tujuan mencegah terjadinya dominasi jabatan dari
kelompok-kelompok yang berkuasa maka perlu adanya pergantian secara
periode dalam jabatan-jabatan politik.
5. Perebutan kekuasaan dengan menggunakan atau mengancam dengan
kekerasan.Cara ini tidak patut dicontoh karena untuk menjadi seorang
pemimpin tidaklah harus melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji
karena kita telah dididik dengan baik dan harus menerapkan teknik-
teknik yang baik pula dalam berpolitik.
6. Petronag artinya suatu jabatan dapat dibeli dengan mudah melalui relasi-
relasi terdekat.Petronag masih memiliki keterkaitanya dengan budaya
korupsi.
7. Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) artinya memasukan orang-
orang atau anggota baru untuk menciptakan pemikiran yang baru
sehingga membawa suatu partai pada visi dan misi yang ditujunya.
Selain merekrut, di dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan
sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya. Sistem kaderisasi ini sangat
penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan (knowledge) politik, tidak
hanya yang terkait dengan sejarah, misi, visi, dan strategi partai politik, tetapi juga
hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara.26
26Firmanzah, Mengelola Partai Politik, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia Anggota
IKAPI, 2008), h. 70-71.
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Kaderisasi diartikan proses, cara, membentuk seorang kader. Sedangkan
kader itu sendiri memiliki dua pengertian:27
a. Kader adalah orang yang dicalonkan untuk memegang jabatan penting
dalam pemerintahan, partai, perusahaan dan sebagainya.
b. Kader adalah orang yang diharapkan bakal mampu memangku jabatan
yang penting dikemudian hari.
Kaderisasi merupakan proses penyiapan sumber daya manusia agar kelak
mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi
organisasi secara lebih bagus.28 Dalam pengkaderan itu sendiri terdapat dua
persoalan penting.29 Pertama, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi
untuk meningkatkan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan. Kedua,
adalah kemampuan untuk menyediakan stok kader atau individu yang dikhususkan
bagi kaum muda. Kemampuan sebuah partai politik untuk melakukan proses
kaderisasi terhadap anggota-anggotanya sangat dipengaruhi oleh kemampuan
pengurus sebuah partai politik dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan secara
intensif pada bidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya.
Dalam sistem kaderisasi juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan
keahlian berpolitik . tugas utama yang diemban oleh partai politik dalam hal ini
adalah menghasilkan calon-calon pemimpin berkualitas yang nantinya akan ‘diadu’
27Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta, Modern English
Press, 2002).
28Koiruddin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004). h. 113.
29Koiruddin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004). h. 114.
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dengan partai lain melalui mekanisme pemilu. Calon pemimpin yang mampu
menarik simpati dan perhatian masyarakat luaslah yang merupakan aset berharga
partai politik. Orang-orang yang memiliki potensi dan kemampuan perlu
diberdayakan.30
Dalam sebuah partai politik, setiap anggotanya belum tentu dapat menjadi
kader partai. Untuk menjadi seorang kader partai politik, maka orang tersebut harus
mengikuti proses seleksi untuk menjadi kader.31
Sistem kaderisasi perlu disertai degan sistem transparan yang memberikan
jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan
sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik.
Kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang terbebas
dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon
pemimpin yang berkualitas tinggi.32
3. Representasi
Representasi merupakan sebuah hubungan di antara seorang ‘prinsipal’
(wakil) dan agen (yang diwakili) terkait dengan sebuah objek (kepentingan,
pandangan, dan sebagainya), yang berlangsung di dalam sebuah konteks politik
tertentu. Konteks politik sebagaimana yang di sebutkan dalam defenisi dasar konsep
representasi tersebut menurut Sacchetti dengan mudah ditafsirkan sebagai pemilihan
30Firmanzah,Mengelola Partai Politik,(Jakarta, Yayasan Obor Indonesia Anggota
IKAPI, 2008), h. 71.
31Rochayat Harun dan Sumarno, Komunikasi Politik Sebagai suatu Pengantar,
(Bandung: Mandar Maju, 2006). h. 94.
32Firmanzah, Mengelola Partai Politik,(Jakarta, Yayasan Obor Indonesia Anggota
IKAPI, 2008), h. 71.
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umum. Perwujudan representasi politik di dalam sistem politik modern selalu
dikaitkan dengan demokrasi representasi, dari perspektif kesejarahan, ada
kesepakatan yang luas akan fakta bahwa manifestasi empirik terpenting dari
representasi politik adalah demokrasi perwakilan, oleh karena itu dalam konteks ini
representasi politik dengan mudah dapat dimaknai sebagai sebuah sistem
kelembagaan pertanggung-jawaban politik yang direalisasi lewat pemilihan yang
bebas untuk menghasilkan organ politik dasar tertentu (utamanya Parlemen). Tafsir
representasi politik sebagai wakil rakyat yang dihasilkan lewat pemilihan umum
untuk duduk di dalam parlemen seperti sudah diterima secara umum. Jika orang
berbicara tentang representasi politik maka secara otomatis orang mengasosiasikan
dengan anggota parlemen yang terpilih lewat pemilihan umum. Oleh karena
pandangan sedemikian orang melihat representasi politik  sebagai bagian bagian
yang tidak terpisahkan dari proses pemilihan dan sebuah unsur penting dalam
demokrasi. Peran apa yang seharusnya dilakukan oleh representative (para wakil),
secara tradisional ada dua pandangan utama tentang peran yang dilakukan oleh para
wakil, pertama representasi seharusnya berperan sebagai delegate (delegasi atau
orang yang di utus), kedua, mestinya berperan sebagai trustee (orang kepercayaan
atau orang yang dipercaya).33
33NuriSoeseno, Representasi Politik, (Depok: Puskapol FISIP UI, 2013). h. 30-33.
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B. Kerangka Konseptual
Bertitik tolak dari semua pemikiran di atas, maka untuk menyamakan persepsi











Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, metode
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang
berasal dari aktivitas dan perilaku dalam kegiatan masyarakat. Metodologi penelitian
kualitatif dibedakan dengan peneliatian kuantitatif dalam arti metode penelitian
kualittaif tidak mengandalkan bukti, berdasarkan logika matematis, prinsip angka,
atau metode statistik.21
Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil
penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.22 Kemudian, sumber data
yang digunakan adalah key informant yang mengetahui tentang Rekruitmen dan
Kaderisasi Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019.
B. Lokasi Penelitian
Menurut S. Nasution bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam
penelitian antara lain adalah menetapkan lokasi, tempat, pelaku dan aktifitas
21 Deddy, Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif:Paradigma Baru Ilmu
Komunikasi Dan Ilmu Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2004), h150.
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Alfabet,
2009), h. 8-9.
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kegiatan.23Maka dari itu untuk memperjelas lokasi yang akan menjadi tempat
penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kabupaten Sinjai. Penulis melakukan
penelitian di kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai, dan menarik untuk di
ketahui bersama dan mampu memberikan pemahaman secara mendalam tentang
Rekruitmen dan Kaderisasi Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019.
1. Sumber Data
Penelitian yang dilakukan menggunakan dua jenis sumber data yang
diperlukan yaitu:
a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait
yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi,
observasi, wawancara.
b. Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku,
hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-
dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh
dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.
2. Metode Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun
teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Observasi (pengamatan)
23S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 43.
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Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk
mengetahui kondisi objektif di seputar lokasi penelitian di Kabupaten Sinjai.24Teknik
observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipan, yaitu penelitian
tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Adapun yang
menjadi objek observasi adalah Rekruitmen dan Kaderisasi Partai Golkar di
Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019.
b. Wawancara (interview)
Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi
dari responden.25 Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang
permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya,
sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan
oleh informan.26 Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah
bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.
c. Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang
tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen
24 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), h.58.
25Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 95.
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabet,
2009),  h. 320.
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rapat, catatan harian, dan sebagainya.27 Hasil penelitian dari observasi dan
wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung  oleh dokumentasi.
C. Instrumen Penelitian
Adapun instrumen utama dalam penelitian kualitatif  adalah peneliti sendiri
dan dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data utama, sebab manusialah
sebagai alat yang dapat berhubungan dengan informan atau objek lainnya, dan hanya
manusialah yang mengetahui kaitan-kaitan antara satu data dengan data yang lain di
lapangan. Peneliti sebagai humant instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian,
memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dan menilai
kualitas data, analisis data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.28 Sebagai
upaya untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang diteliti, peneliti akan
menggunakan seperangkat instrumen dalam bentuk pedoman wawancara terstruktur,
pedoman observasi, dokumentasi berupa kamera dan alat recording untuk
mengumpulkan informasi terkait dengan Rekruitmen dan Kaderisasi Partai Golkar di
Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019.
D. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data
Pada dasarnya analisis data adalah sebuah  proses  mengatur  urutan data dan
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh
27 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009), h. 186.
28 Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Selatan,
1998), h. 308.
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data.29 Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik
dari catatan  lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.Untuk
melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan
dan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Raduksi Data
Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai
proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.30
b. Display Data
Agar data yang telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti maupun
orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Adapun bentuk penyajiannya adalah
dalam bentuk naratif deskriptif (pengungkapan secara tertulis).31Tujuannya adalah
memudahkan dalam mendeskripsikan suatu peristiwa, sehingga memudahkan untuk
mengambil kesimpulan.
c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi
29 Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Selatan,
1998), h. 103.
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabet,
2009), h. 92.
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabet,
2009), h. 249.
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Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa
verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang
ditampilkan dengan melibatkan pemahamanpeneliti.32 Kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten
saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan
kesimpulan yang kredibel.33 Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan
yang telah diambil  dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses
member check atau  melakukan proses pengecekan  ulang,  mulai dari pelaksanaan
pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat
kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah
dilakukan.
E. Pengujian Keabsahan Data
Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini
dilakukan dengan trianggulasi. Triangulasi adalah tenik pengumpulan data yang
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan
perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian,
yaitu, Rekruitmen dan Kaderisasi Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Periode 2014-
32 Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama
(Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71.
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabet,
2009), h. 99.
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2019. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham
mengenai permasalahan penelitian ini.
Oleh karena itu, kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian ini tetap
berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta
saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung
jawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah
penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga
hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.
Tujuan dari triangulasi ini bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa





A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis Kabupaten Sinjai
Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota dalam wilayah
Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah yang
berjarak lebih kurang 223 km dari kota Makassar. Kabupaten Sinjai memiliki Luas
819,96 km2 terdiri dari 9 Kecamatan defenitif yaitu, Sinjai Barat, Sinjai Borong,
Sinjai Selatan, Tellu Limpoe, Sinjai Timur, Sinjai Tengah, Sinjai Utara, Bulupoddo,
dan Pulau Sembilan. Dengan jumlah desa sebanyak 67 dan 13 kelurahan.
Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak antara 5° 2’56” sampai 5° 21’ 16”
Lintang selatan dan antara 119° 56’ 30” sampai 120° 25’ 33” Bujur Timur. Di
sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah Timur Berbatasan
denganTeluk Bone, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulukumba dan di sebelah
Barat dengan Kabupaten Gowa.
Secara Morfologi, daerah ini 55,5 % terdiri dari daerah dataran tinggi (100-
500 meter dari permukaan laut). Secara klimanotologi terletak pada posisis
iklimmusim timur yakni bulan basah jatuh antara bulan April sampai Oktober dan
bulankering antara Oktober sampai April.
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Secara ekonomi, daerah ini memiliki dua jalur perhubungan, yaitu darat dan
laut. Jalur darat menghubungkan kota-kota kabupaten atau kota propinsi yang
menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sedang jalur laut digunakan untuk hubungan antara
daerah di luar propinsi Sulawesi Selatan seperti Sulawesi Tenggara, Maluku, dan
Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat .
2. Pemerintahan
Pemerintahan Kabupaten Sinjai secara administrasi terdiri dari 9
kecamatandefinitif. Berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Kantor Sekertaris
daerahkabupaten Sinjai, pada tahun 2017 terdapat 67 desa definitif, 13 Kelurahan
dan 354Dusun/Lingkungan.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk tenaga fungsional guru
menurutBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai tercatat sebanyak 5.781 orang
denganrincian 2.552 laki-laki dan 3.229 perempuan. Adapun jumlah Anggota
DewanPerwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sinjai dari Tahun 2014 ke
belakangjumlahnya hanya 20 orang. Sejak tahun 2014 sampai saat ini berjumlah 30
orangdengan rincian 22 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Dari priode ke
periodetingkat keterpilihan perempuan itu sendiri meningkat yang awalnya dari
priode kepriode hanya ada satu bahkan tidak ada namun pada priode 2009-2014
keterwakilanperempuan yang awalnya 1 menjadi 4 dan meningkat lagi pada priode
2014-2019 menjadi 8 orang kalau di persentase sebanyak 26,6%. Partai yang
berhasilmendudukkan keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Sinjai yaitu 1
orang dariPartai Demokrat, 1 orang dari Partai Kesatuan Bangsa, 1 orang dari Partai
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PersatuanPembangunan, 1 orang dari Partai Hanura, 1 orang dari Partai Gerindra dan
3 orangdari Partai Golkar. Berikut tabel jumlah anggota DPRD Kabupaten Sinjai
Menurutasal partai dan jenis kelamin.
Tabel IV.I
Jumlah anggota DPRD Kabupaten Sinjai Menurut asal partai dan jenis
kelamin.
No. Nama Fraksi Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan Total
1. Partai Demokrat 3 1 4
2. Partai Gerindra 3 1 4
3. Partai Golkar 1 3 4
4. Partai Hanura 3 1 4
5. Partai Persatuan Pembangunan 3 1 4
6. Partai Kebangkitan Bangsa 2 1 3
7. Partai Nasdem 2 - 2
8. Partai Amanat Nasional 1 - 1
9. Partai Keadilan Sejahtera 1 - 1
10. Partai Bulan Bintang 1 - 1
11. Partai PDI-P 1 - 1
TOTAL 22 8 30
Sumber: Sinjai dalam Angka Tahun 2016
3. Kependudukan
Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2015 adalah sebesar 238.099 jiwa dengan
laju pertumbuhan penduduk 0,77 persen selama sepuluh tahun terakhir, terdiri dari
115.202 jiwa penduduk laki-laki dan 122.897 jiwa penduduk perempuan, seperti
yang terlihat pada diagram berikut.
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Diagram Persentase Jumlah Penduduk
Sumber: Sinjai dalam angka tahun 2016
Kepadatan penduduk Kabupaten Sinjai adalah 290 jiwa per km .
KecamatanSinjai Utara merupakan daerah yang memliki kepadatan terbesar yaitu
1.561 jiwa per km . Dari perbandingan golongan umur 05-09 tahun adalah yang
paling banyak jumlahnya, baik untuk untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-
laki.
Berikut tabel jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut Kecamatan di
Kabupaten Sinjai, 2015.
Tabel IV.II





1. Sinjai Barat 11.877 12.050 23.927
2. Sinjai Borong 7.961 8.116 16.077






4. Tellu Limpoe 15.674 17.144 32.818
5. Sinjai Timur 14.291 16.026 30.317
6. Sinjai Tengah 13.234 13.610 26.844
7. Sinjai Utara 22.201 23.965 46.166
8. Bulupoddo 7.721 8.188 15.909
9. Pulau Sembilan 3.693 3.854 7.547
TOTAL 115.202 122.897 238.099
Sumber: Sinjai dalam angka tahun 2016
B. Gambaran Umum Partai Golkar Kabupaten Sinjai
1. Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai
Golkar Kabupaten Sinjai.
Berdasarkan surat keputusan DPD Partai GOLKAR Prov. Sulawesi Selatan
Nomor KEP-002/DPD-I/PG/I/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sinjai, dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV.III
Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai
NAMA JABATAN
Drs. H. A. Iskandar Z. Lathief Plt Ketua DPD
Muh. Suyuti, S. Sos Wakil Ketua koordinator Bidang Kepartaian
Drs. Muh. Yusuf Achmad Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan
Pemilu
H. A. Bahar Paduppa, S. Sos Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan
M. Sabir Wakil Ketua Bidang Organisasi
Drs. A. Maharoch Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan keanggotaan
Asriana, ST Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
Muh. Yusuf Yunus, SH Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat
Hj. Sriharti Rustam Wakil Ketua Bidang Koperasi, Wirausaha &
UKM
Mansyur S Wakil Ketua Bidang Pendidikan & Cendekiawan
Hj. Fitrawaty Fajar Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan
Hj. A. Asnih Badong Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya
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H. Abdullah Burung, S. Sos Wakil Ketua Bidang Kerohanian
Ilham Maddo Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan
A.Hartati Malkab Wakil Ketua Bidang Pedesaan & Desa tertinggal
Drs. H. Basri Rahman Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM
M. Yusuf Razak, SH Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
Mursalin Nounding Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media dan
Penggalangan Opini
Ir. Hj. A. Kartini Ottong Sekretaris
Muh. Arief Hamzy, SE., MS Wakil Sekretaris
Hj. A. Herawaty Lathief Wakil Sekretaris
S. Madong Wakil Sekretaris
Hj. Erni Martina Dottoro Wakil Sekretaris
A.Adry Ismawan Putra Wakil Sekretaris
Muchtar Bejo Wakil Sekretaris
Handayani Wakil Sekretaris
Rahmansyah Rihu Wakil Sekretaris
H. Muh. Hatta Akib Bendahara
Muh. Ashadi Salam Wakil Bendahara
Hj. Evi Trisnawati Bambang Wakil Bendahara
A.Syamsu Arief Wakil Bendahara
Hj. St. Hasmah Masselomo Wakil Bendahara
A.Nasliani Bustan, S.pi Wakil Bendahara
Hj. Nurwahidah, ST Wakil Bendahara
Ira Puspita Wakil Bendahara
Andi Subroto Bagian Organisasi
Subair, SP Bagian Organisasi
Sri Hardianti H Bagian Organisasi
A.Faishol Fikri Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan
Hamsir, S. Sos Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan
Andi Alpa Ardiansar Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan
M. Yahya Tawa Bagian Pemenangan Pemilu
Ayu Hardianti Hasbi Bagian Pemenangan Pemilu
A.Umar Tahir Bagian Pemenangan Pemilu
M. Busra Jafar Bagian Pengabdian Masyarakat
H. Mardianah Bagian Pengabdian Masyarakat
Hasrani, S. Sos Bagian Pengabdian Masyarakat
Zantidar, S. Sos Bagian Koperasi Wirausaha & UKM
Sapardi Bagian Koperasi Wirausaha & UKM
Rosmawati Iskandar Bagian Koperasi Wirausaha & UKM
Dra. Darmawati Bagian Pendidikan dan Cendekiawan
Muh. Arfan Bagian Pendidikan dan Cendekiawan
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Andi hasrinah Bagian Pendidikan dan Cendekiawan
Rosmawati Leo Bagian Pemberdayaan Perempuan
A.Rusmyati Rustham, ST Bagian Pemberdayaan Perempuan
Hj. Megawati, S. Sos Bagian Pemberdayaan Perempuan
Andi Lismawati Alwy Bagian Seni dan Budaya
Hj. Nurwahidah, ST Bagian Seni dan Budaya
Mutmainna. US, S. Sos Bagian Seni dan Budaya
A.Nurbaeti Nur Bagian Kerohanian
A.Juharni Bagian Kerohanian
Mursalim S Bagian Kerohanian
A.Sidik Bagian Tani dan Nelayan
Nurul Haq, S, Si., Apt Bagian Tani dan Nelayan
A.Muhammad Bagian Tani dan Nelayan
Ny. Niswan Rasyid Bagian Pedesaan dan Desa Tertinggal
Mustira Bagian Pedesaan dan Desa Tertinggal
M. Safir Bagian Pedesaan dan Desa Tertinggal
A.Sadli Najamuddin, SH Bagian Hukum dan HAM
M. Iklan Bagian Hukum dan HAM
Fadelulla Bagian Hukum dan HAM
Ansar M Bagian Pemuda, Olah Raga
Muh. Tauhid, ST Bagian Pemuda, Olah Raga
Ir. Maabuddin Madong Bagian Pemuda, Olah Raga
H. Syamsuddin S, Sos Bagian Komunikasi, Media dan Penggalangan
Andi Cakra Makmur, S.Kom Bagian Komunikasi, Media dan Penggalangan
Kamrah, SE Bagian Komunikasi, Media dan Penggalangan
Sumber: Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai
2. Visi Partai Golkar
Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara kita bahwa tujuan kita
bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan
kehidupan bangsa, mewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut
menciptakan perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita-cita
Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa
mencapai cita-citanya. Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru
yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang
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beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta
tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri,
terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang
tinggi. Dengan visi ini maka Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik
nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang
diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan
berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya
adalah upaya untuk menata kembali sistim kenegaraan kita disemua bidang agar kita
dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai
GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu
pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.1
3. Misi Partai Golkar
Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut
Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan,
mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi
bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di
segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan
supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.
Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-
1 Internet: http://golkarsulsel.or.id/dpd-partai-golkar-provinsi-sulawesi-selatan/kab-sinjai/#
43
fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu: Pertama, mempertegas komitmen
untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi
serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.
Kedua, melakukan rekruitmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi
(merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau
jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat
mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya
bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, meningkatkan proses pendidikan
dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap
berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.2
C. Rekruitmen dan Kaderisasi Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Periode 2014-
2019.
Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut
melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai
politik adalah fungsi rekrutmen politik. Untuk itu partai politik memiliki cara
tersendiri dalam melakukan pengrekrutan terutama dalam pelaksanaan sistem dan
prosedural pengrekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Tak hanya itu proses
rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki
2 Internet: http://golkarsulsel.or.id/dpd-partai-golkar-provinsi-sulawesi-selatan/kab-sinjai/#
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kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh
berbagai proses penjaringan.3
Rekrutmen politik adalah pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi
peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status (kedudukan), seperti
suku, kelahiran, kedudukan sosial dan prestasi atau kombinasi dari kesemuanya.4
Dari penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa rekruitmen politik itu memilih
orang-orang yang akan dijadikan pemimpin, dengan melihat beberapa hal yang
tentunya berdasar aturan perekrutan dan dianggap mampu untuk mendongkrak
perolehan suara nantinya.
1. Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Golkar di Kabupaten Sinjai
Periode 2014-2019
Partai politik memiliki tanggung jawab penuh dalam proses perekrutan Calon
Legislatif, oleh karena itu partai politik memiliki mekanisme yang berbeda-beda
dalam hal perekrutan, tergantung dari bagaimana aturan yang di jalankan suatu
partai.
Seperti yang disampaikan oleh Muh. Suyuti, S.sos selaku Wakil Ketua
Koordinator Bidang Kepartaian partai Golkar Kabupaten Sinjai, bahwasanya:
“partai Golkar dalam melakukan rekruitmen calon legislatif diperlukan
beberapa proses seleksi, dan seorang calon harus memenuhi beberapa
syarat yang di tetapkan Undang-undang, namun itu tergantung dari aturan
3 Ishaq dkk, Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh DPC Partai Demokrat
Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilu 2014, (Jurnal Ilmu Pemerintahan), Volume.
III, No. 2, Oktober 2013. h. 32.
4 Ishaq dkk, Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh DPC Partai Demokrat
Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilu 2014, (Jurnal Ilmu Pemerintahan), Volume.
III, No. 2, Oktober 2013. h. 32.
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yang dijalankan nantinya karena setiap pemilu biasanya ada perubahan
juklak”.5
Wawancara lain yang terkait disampaikan juga oleh Drs. A. Maharoch selaku
wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD II Partai Golkar Kabupaten
Sinjai yaitu:
“proses rekruitmen di partai Golkar memerlukan beberapa tahapan, partai
Golkar melakukan rapat pengurus dari tingkat Desa, Kecamatan kemudian
pengurus di tingkat Kabupaten terkait calon yang akan di rekrut dengan
harapan bisa merekrut dari arus bawah, tidak ada diskriminasi antara
pengurus tingkat desa maupun pengurus DPD Kabupaten.”.6
Dari beberapa pendapat narasumber di atas menjelaskan bahwa dalam
perekrutan, partai Golkar tetap mengikuti aturan yang telah di keluarkan oleh Partai
serta syarat yang telah di tetapkan Undang-undang.
Adapun yang menjadi syarat menjadi calon legislatif berdasarkan UU No 8
tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon
AnggotaDPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat
bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga
Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:7
1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5 Muh. Suyuti, Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPD II Partai Golkar Kabupaten
Sinjai, Wawancara. Tongke-Tongke, 14 November 2017 Pukul 16.30 Wita.
6 Drs. A. Maharoch, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD II Partai Golkar
Kabupaten Sinjai, Wawancara. Kantor DPD II Kabupaten Sinjai, 11 November 2017 Pukul
17.00 Wita.
7 Undang-undang Republik Indonesia
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4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis, dalam bahasa Indonesia.
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
pendidikan lain yang sederajat.
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17
agustus 1945.
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Terdaftar sebagai pemilih.
10. Bersedia bekerja penuh waktu.
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai
negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan
karyawan pada badan usaha milik Negara dan atau badan usaha milik
Negara dan atau badan usaha milik daerah atau badan lainnya yang
anggarannya bersumber dari keuangan Negara yang dinyatakan dengan
surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,
advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau
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tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan
dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya,
direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha
milik Negara dan atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan Negara.
14. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu.
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
Kita lihat di atas merupakan persyaratan yang diatur dalam undang-undang
bagi setiap warga Negara yang ingin menjadi calon legislative, apa yang sudah
disepakati dalam undang-undang adalah yang menjadi keharusan bagi tiap partai
politik untuk menerapkan bagi setiap calegnya, jadi jika ada persyaratan teknis lain
yang mengatur persyaratan caleg, maka itu menjadi tanggung jawab partai politik,
hal tersebut sudah menjadi patokan bagi setiap partai. Namun setiap partai politik
memiliki cara atau mekanisme yang berbeda dalam melakukan rekruitmen, semua
partai pasti ingin melahirkan pemimpin yang berkualitas, oleh karena itu partai
politik harus benar-benar melakukan perekrutan yang baik.
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Selain harus memenuhi persyaratan dari perundang-undangan, Partai Golkar
sendiri memiliki kriteria yang harus dimiliki seorang kader/calon legislatif
berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-
227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota
DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, adapun kriteria
tersebut adalah:
a) Memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas
sebagai anggota legislatif;
b) Memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai
Golkar;
c) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT);
dan
d) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.
Ke empat kriteria yang penulis dapatkan dari hasil wawancara di atas
merupakan panduan partai golkar dalam melakukan penetapan calon anggota DPRD
Kabupaten.
Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Hj. A. Kartini Ottong, S.P, M.SP selaku
Sekertaris Partai Golkar Kabupaten Sinjai bahwasanya;
“pada proses rekruitmen calon legislatif, yang menjadi kriteria bagi kader
itu sendiri yaitu sudah menjadi pengurus minimal 5 tahun dan itu dibuktikan
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dengan Kartu Tanda Anggota (KTA), dedikasi terhadap partai, pengalaman,
dan yang lebih penting yaitu sumber daya manusianya”.8
Sedangkan wewenang dalam penetapan calon anggota DPRD Kabupaten
adalah sebagai berikut:
1. Wewenang untuk melakukan proses seleksi dan penetapan calon anggota
DPRD kabupaten/kota berada pada DPD partai Golkar kabupaten/kota
yang dilaksanakan oleh tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota.
2. Tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
dipimpin oleh ketua DPD Kabupaten/Kota dengan anggota : ketua
Harian, Sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang kaderisasi dan
keanggotaan, wakil ketua bidang organisasi, wakil ketua pemenangan
pemilu daerah terkait, wakil ketua bidang ormas, wakil ketua bidang
pemberdayaan perempuan, wakil ketua bidang pemuda dan olahraga, dan
wakil ketua bidang umum.
3. Dalam menetapkan daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota (DCS-
DCT), DPD partai Golkar Kabupaten/Kota wajib memperhatikan
pertimbangan dari ketua pimpinan kecamatan partai Golkar terkait,
berdasarkan hasil evaluasi kinerja kader bersangkutan sebagai
fungsionaris partai Golkar.
8 Hj. A. Kartini Ottong, Sekertaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai,
Wawancara, Kantor DPRD Kabupaten Sinjai, 7 November 2017 Pukul 13.00 Wita.
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4. Dewan pertimbangan DPD partai Golkar Kabupaten/Kota dapat
memberikan pertimbangan terhadap daftar calon sementara yang telah
disusun oleh tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota.
5. Sebelum DPD partai Golkar Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon
(DCS-DCT) diharuskan berkonsultasi dengan DPD partai Golkar
Provinsi untuk memperoleh persetujuan.
6. Penetapan (DCS-DCT) anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh
tim seleksi dan dilaporkan dalam rapat Pleno DPD partai Golkar
Kabupaten/Kota.
Itulah beberapa wewenang dalam penetapan calon anggota DPRD Kabupaten
yang penulis dapatkan pada saat melakukan wawancara dengan pengurus partai
Golkar Kabupaten Sinjai.
Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam melakukan rekrutmen tetap
memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin bergabung atau menjadi anggota
legislatif.
Seperti yang dikatakan Drs. A. Maharoch selaku Wakil Ketua Bidang
Kaderisasi dan Keanggotaan bahwa:
“semua orang bisa mencalonkan diri menjadi caleg di partai Golkar baik itu
kader partai maupun dari luar partai, karena partai Golkar adalah partai
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terbuka, kita masih menjunjung tinggi kematangan seseorang siapa yang
bisa mengangkat hak-hak dan martabat bangsa kita”.9
Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa Partai Golkar memberikan
kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat yang ingin menjadi anggota partai
dan calon legislatif, asalkan memenuhi syarat yang telah di tentukan Partai dan
Undang-undang.
Hal terkait juga di sampaikan oleh Muh. Suyuti selaku Wakil Ketua Bidang
Kepartaian bahwasanya :
“pada saat melaksanakan perekrutan calon legislatif tahun 2014 kemarin
partai memberikan 10%-20% porsi untuk orang dari luar partai,maka dari
itu pengurus menjaring orang-orang yang di anggap berpotensi, dan
diharapkan mampu mendongkrak perolehan suara partai, namun calon
tersebut tetap ikut dalam proses kaderisasi di partai Golkar dan tentunya
memenuhi syarat untuk di calonkan”.10
Dari beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh DPD partai Golkar Kabupaten
Sinjai ini akan kita analisis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan pola
rekrutmen politik. Berkenaan dengan prosedur rekrutmen politik menurut Gabriel
Almond dan Bingham Powell (1988) terbagi dalam dua bentuk pelaksanaan, yaitu:11
1. Prosedur tertutup artinya rekruitmen dilakukan oleh elit partai yang
memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap
layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya
9 Drs. A. Maharoch, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD II
Partai Golkar Kabupaten Sinjai, Wawancara. Kantor DPD II Kabupaten Sinjai, 11 November
2017 Pukul 17.00 Wita.
10 Muh. Suyuti, Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPD II Partai Golkar
Kabupaten Sinjai, Wawancara. Tongke-Tongke, 14 November 2017 Pukul 16.30 Wita.
11 Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Semarang: Pustaka
Pelajar, 2005), hal.200
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untuk memimpin.Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karna
hanya ditentukan oleh segelintir orang
2. Prosedur terbuka artinya setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa
saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta
pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksankan secara
terbuka, dan terang-terangan.
Dari kedua teori prosedur rekrutmen di atas DPD Partai Golkar Kabupaten
Sinjai menurut penulis cenderung tertutup, meskipun memberikan kesempatan yang
sama bagi setiap Warga Negara yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif,
tetapi dalam proses perekrutannya tetap tertutup karena hanya pengurus yang
mengetahuinya. Seperti pada saat perekrutan calon legislatif periode 2014-2019,
partai Golkar merekrut 10%-20% untuk orang di luar kader, dalam artian jika ada 10
orang yang di usung 1 atau 2 di antaranya bukan dari pengurus partai atau kader
melainkan dari luar, namun pada saat perekrutan pengurus yang langsung terjun
dalam hal ini mendatangi calon untuk di panggil bergabung, bukan calon tersebut
yang datang mendaftarkan dirinya, dengan hanya melihat popularitas suatu figur
yang mampu mendongkrak perolehan suara Partai, dan mengenyampingkan
pengetahuan berpolitik figur tersebut. Selain cenderung tertutup juga bersifat
pragmatis, karena calon tersebut baru di jadikan kader pada saat pemilihan tiba.
Proses penetapan calon yang seperti ini merupakan cerminan kegagalan suatu  partai
politik dalam melakukan kaderisasi.
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2. Pola Kaderisasi Partai Golkar Kabupaten Sinjai
Selain merekrut calon anggota legislatif juga perlu dikembangkan sistem
pelatihan, pendidikan dan kaderisasi. Kaderisasi merupakan proses penyiapan
sumber daya manusia agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu
membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus.12 Dalam pengkaderan
itu sendiri terdapat dua persoalan penting.13 Pertama, bagaimana usaha-usaha yang
dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan baik keterampilan
maupun pengetahuan. Kedua, adalah kemampuan untuk menyediakan stok kader
atau individu yang dikhususkan bagi kaum muda. Kemampuan sebuah partai politik
untuk melakukan proses kaderisasi terhadap anggota-anggotanya sangat dipengaruhi
oleh kemampuan pengurus sebuah partai politik dalam menyediakan pendidikan dan
pelatihan secara intensif pada bidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya.
Dalam sebuah partai politik, setiap anggotanya belum tentu dapat menjadi kader
partai. Untuk menjadi seorang kader partai politik, maka orang tersebut harus
mengikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Proses seleksi ini berbentuk sebuah
pendidikan politik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kader sebagai
calon pemimpin.
Berikut penjelasan Drs. Maharoch selaku wakil ketua Bidang Kaderisasi dan
Keanggotaan bahwa;
12 Koiruddin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004). h. 113.
13 Koiruddin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004). h. 114.
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“proses untuk menjadi kader di Partai Golkar itu yang pertama tentunya
orang tersebut ingin bergabung, namun keinginginan saja belum cukup
seseorang tersebut dikatakan kader golkar karena harus melalui yang
namanya pelatihan kader untuk masuk didalam kepengurusan partai, yang
mana didalam pelatihan tersebut mempunyai hirarki/jenjang pelatihan dari
tingkat bawah”.14
Hj. A. Kartini Ottong, S.P, M.SP selaku Sekertaris DPD II Partai Golkar
Kabupaten Sinjai juga memberikan penjelasan terkait hal tersebut bahwa:
“proses kaderisasi yang dilakukan partai Golkar kepada kader maupun
calon kader yaitu partai rutin melaksanakan pelatihan dimana dalam
pelatihan tersebut diberikan materi-materi seperti materi,ke golkaran,
kepemimpinan, keorganisasian, memperkenalkan platfom partai dan juga
visi misi partai”.15
Dari hasil wawancara di atas dapat diuraikan bahwa partai Golkar berusaha
menigkatkan pengetahuan bagi kader maupun yang akan menjadi kader dengan
diadakannya pelatihan yang rutin, dengan cara tersebut pastinya kader akan lebih
dalam mengetahui tujuan suatu partainya.
Dalam pengkaderan itu sendiri terdapat dua persoalan penting.16 Pertama,
bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan
kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan. Kedua, adalah kemampuan
untuk menyediakan stok kader atau individu yang dikhususkan bagi kaum muda.
Kemampuan sebuah partai politik untuk melakukan proses kaderisasi terhadap
anggota-anggotanya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengurus sebuah partai
14 Drs. A. Maharoch, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD II Partai Golkar
Kabupaten Sinjai, Wawancara. Kantor DPD II Kabupaten Sinjai, 11 November 2017 Pukul
17.00 Wita.
15 Hj. A. Kartini Ottong, Sekertaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai,
Wawancara, Kantor DPRD Kabupaten Sinjai, 7 November 2017 Pukul 13.00 Wita.
16 Koiruddin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004). h. 114.
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politik dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan secara intensif pada bidang-
bidang tertentu terhadap kader-kadernya.
Oleh karena itu Partai Politik sangat berperan penting dalam melahirkan
kader-kader yang berkualitas, dengan adanya pelatihan yang rutin dilakukan oleh
Partai politik tentunya kader akan lebih memahami posisi mereka sebagai kader,
terlebih kepada kader pemula.
Untuk menjadi seorang kader partai politik, maka orang tersebut harus
mengikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Proses seleksi ini berbentuk sebuah
pendidikan politik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kader sebagai
calon pemimpin. Proses pendidikan ini terbagi dalam tiga fase, antara lain:17
1. Jenjang Pertama
Jenjang ini diarahkan untuk:
a. Pemahaman arti berorganisasi.
b. Menanamkan loyalitas terhadap organisasi.
c. Memantapkan dedikasi.
Jenjang ini diperuntukan pada kader pemula. Dalam fase ini para kader
pemula akan diberikan pemahaman tentang berorganisasi. Mulai dari visi dan misi
organisasi serta manfaat yang di dapat dengan bergabung dalam organisasi. Dengan
memberikan penjabaran di atas, maka akan membuka pola pikir kader terhadap
organisasi yang bertujuan untuk memantapkan dedikasi kader terhadap organisasi.
17 Rochayat Harun dan Sumarno, Komunikasi Politik Sebagai suatu Pengantar,
(Bandung: Mandar Maju, 2006). h. 94.
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Dengan tingginya tingkat dedikasi seorang kader maka otomatis loyalitas kader
terhadap organisasinya juga akan meningkat.
2. Jenjang kedua
Jenjang ini diarahkan untuk:
a. Membuka wawasan berfikir yang berdasarkan ideologi partai.
b. Menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan
organisasi.
c. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi.
Jenjang ini diperuntuhkan pada kader madya. Dalam fase kedua, kader akan
diberikan pemahaman tentang ideologi organisasi. Dalam pendalaman ideologi ini,
seorang kader akan diberikan pemahaman bagaimana organisasi bertindak dalam
menyelesaikan sebuah permasalahan, berdasarkan ideologi yang dianutnya. Selain
pemahaman tentang ideologi, pada fase inilah diberikan juga cara-cara untuk
mengembangkan sebuah organisasi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan kader dalam mengelola organisasi.
3. Jenjang ketiga
Jenjang ini diarahkan untuk:
a. Membentuk individu organisasi yang memiliki kemampuan konseptual.
b. Membidik cara berfikir sistematis dan strategis.
c. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan menganalisis peristiwa-
peristiwa politik.
d. Mendidik untuk berfikir futuristik.
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Jenjang ini diperuntukan bagi calon-calon politisi. Pada fase ini kader akan
dilatih menjadi calon-calon politisi yang akan menduduki jabatan-jabatan dalam
pemerintahan. Dalam fase ini kader dilatih untuk menganalisa tentang peristiwa-
peristiwa politik yang terjadi di masyarakat. Pelatihan ini diharapkan akan
meningkatkan kemampuan berfikir dan bertindak seorang kader agar menjadi lebih
sistematis dan strategis.
Dalam sebuah pendidikan politik ada 3 fase yang diperuntuhkan untuk
meningkatkan kualitas kader, hal tersebut terkait dengan proses kaderisasi yang di
jalankan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai, seperti yang di ungkapkan
oleh beberapa pengurus tadi, yaitu rutin melaksanakan pelatihan baik itu kepada
kader lama maupun kader pemula.
Partai golkar memberikan pendidikan dan pelatihan khusus dalam proses
kaderisasi, adapun materi-materi yang diberikan :
1. Materi Dasar (Kompetensi Politik)
a. Kewarganegaraan, Pancasila dan UUD 1945.
b. Sistem multi partai, UU Politik dan UU pemilu.
2. Materi Pokok (Kompetensi ke-Golkar-an)
a. Doktrin dan ideologi ke-Golkar-an.
b. Sejarah dan perkembangan partai Golkar.
c. Pokok-pokok kebijakan partai golkar.
3. Materi Keorganisasian
a. Pengelolaan partai sebagai partai modern
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b. Kepemimpinan yang efektif
c. Manajemen konflik
d. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan
e. Komunikasi politik
f. Publik speaking
g. Strategi pemenangan pemilu
h. Manajemen kampanye.
4. Materi umum
a. Ekonomi dan kebijakan kesejahteraan
b. Penanggulangan kemiskinan
c. HAM
d. Sikap partai terhadap isu-isu aktual
e. Perubahan iklim dan lingkungan hidup
5. Materi khusus
Sesuai dengan karakteristik kelompok fungsionaris dan kepentingan
penggalangan. Seperti;
a. Kader penggalang : rescue and security.
b. Kader penggerak pemerintah : konsolidasi kebijakan dan good
governance.




a. Ideologi dan konstitusi negara
b. Peraturan perundang-undangan di bidang politik
2. Materi Pokok
a. Sejarah, Doktrin dan Paradigma Partai Golkar
b. Kebijakan dan program partai golkar
c. Kedudukan dan program partai golkar
3. Materi keterampilan organisasi
a. Manajemen organisasi dengan pendekatan
b. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan
c. Teknik, lobby, persuasif dan pencitraan
d. Komunikasi politik
4. Materi umum
a. Pengenalan dan pengendalian isu
b. Kebijakan pembangunan daerah
5. Materi khusus
a. Out Bond
Beberapa materi di atas diberikan diharapkan mampu menjadi bekal agar
kader memahami tujuan partai. Seperti yang disampaikan oleh Muh. Yusuf Achmad
selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu bahwa;
“bekal pendidikan yang diberikan oleh partai kepada kader-kadernya
dengan dilakukan diklat/training yang berisi antara lain, visi misi partai,
sejarah, kebijakan partai, ideology partai, hal ini sebagai bekal agar kader
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mampu memahami tujuan partai untuk bangsa dan Negara juga
rakyatnya.”18
Begitu pula yang disampaikan oleh Drs. Maharoch selaku Wakil ketua
Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan bahwasanya;
“untuk menjadi seorang kader kita harus memiliki karakteristik dan
kemampuan yang sesuai dengan visi misi partai,nah dari proses pelatihan
itulah kader mendapatkannya, bagaimana menghadapi masyarakat
bagaimana berbicara dengan masyarakat, dan bagaimana melaksanakan
tugas yang diberikan oleh partai”.19
Dari beberapa pendapat narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa seorang
kader memiliki tanggung jawab penuh kepada partainya setelah menjadi seorang
kader, menjaga nama baik partai dan diharapkan mampu menjaga elektabilitas suatu
partai.
Jadi sebelum ditetapkan menjadi calon legislatif oleh partai Golkar, semua
harus mengikuti proses kaderisasi salah satunya ikut diklat/pelatihan yang di adakan
oleh pengurus Partai Golkar.
Seperti yang di katakan Muh. Suyuti selaku Wakil Ketua Bidang Kepartaian
bahwasanya;
“jadi ketentuan kemarin itu mereka yang ingin di usung menjadi calon
legislatif harus lulus di dalam pelatihan yang diadakan, mereka harus
mengantongi sertifikat diklat barulah bisa dicalonkan”.20
18 Muh. Yusuf Achmad, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD II Partai
Golkar Kabupaten Sinjai, Wawancara. Balangnipa, 18 November 2017 Pukul 10.30 Wita.
19 Drs. A. Maharoch, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD II
Partai Golkar Kabupaten Sinjai, Wawancara. Kantor DPD II Kabupaten Sinjai, 11 November
2017 Pukul 17.00 Wita.
20 Muh. Suyuti, Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPD II Partai Golkar
Kabupaten Sinjai, Wawancara. Tongke-Tongke, 14 November 2017 Pukul 16.30 Wita.
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Hasil wawancara penulis dengan narasumber di atas menunjukkan bahwa jika
ingin di usung oleh partai Golkar menjadi calon legislatif harus melalui beberapa
tahap, jadi sebelum di usung menjadi calon anggota legislatif kader telah di bekali
pengetahuan melalui beberapa proses kaderisasi yang sudah di tetapkan oleh partai
Golkar.
Setelah melalui beberapa proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan
Partai Golkar, ada beberapa nama yang telah di tetapkan pada pemilihan calon
legislatif tahun 2014 seperti pada tabel berikut:
Tabel IV.IV
Daftar Caleg Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Sinjai Periode
2014-2019 dan Status keanggotaannya di Partai Golkar.
No. Nama Dapil Jabatan
1.
Drs. Muh. Jusuf Achmad
1










Wakil ketua bidang pengabdian
masyarakat
4. H. Baharuddin, BA 1 -
5. Fitrawati A. Fajar S.E.MM 1
Wakil ketua bidang
pemberdayaan perempuan
6. M. Aswin. M, S. Pt 1 -
7. Muhammad Akbar, S.E 1 -
8. Dra. Darmawati 1
Bagian pendidikan dan
cendekiawan
9. Abd. Karim T 1 -
10. Muh. Suyuti, S.Sos 2
Wakil ketua koordinator bidang
kepartaian
11. Hj. Asnih Badong, S.H 2
Wakil ketua bidang seni dan
budaya
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12. Muh. Hatta Akib 2 Bendahara
13. St. Hamsiah 2 -
14. Makkarumpa, S.H 2 -
15. A. Umar Tahir 2 Bagian pemenangan pemilu
16. Hartati Malkab, S.H 2
Wakil ketua bidang pedesaan &
Desa tertinggal
17. Muh. Gaffar, SP.d 2 -
18. Sabir 3 Wakil ketua bidang organisasi
19. Drs. A. Mahaeco 3
Wakil ketua bidang kaderisasi
dan keanggotaan
20. Azelfiah Mappirewa 3 -
21. Ofu 3 -
22. Wahidah, S.T 3 Bagian seni dan budaya
23. H. Aziz Buke Sattung 3 -
24. A. Risfaningsih 3 -
25. Hj. A. Kartini, SP.M.SP 4 Sekretaris
26. Jamaluddin Asnawi 4 -
27. Muh. Yusuf Razak 4
Wakil ketua bidang pemuda dan
olahraga
28. Muh. Ashadi, S.Sos 4 Wakil bendahara
29. Roswati Dode 4 -
30. Abd. Muin, S.Ag 4 -
Sumber: DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil dari penetapan Calon Anggota
legislatif yang dilakukan DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai setelah melakukan
beberapa tahapan proses seleksi yang telah dijelaskan sebelumnya berhasil
menetapkan 30 (tiga puluh) orang yang di bagi menjadi empat dapil dengan rincian
jumlah calon dari dapil I sebanyak 9 (sembilan) orang caleg yaitu 6 (enam) orang
laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, dari dapil II sebanyak 8 (delapan) orang
caleg yaitu 5 (lima) orang laki-laki dan 3 (tiga) perempuan, dari dapil III sebanyak 7
(tujuh) orang caleg yaitu 4 (empat) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan dan
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dapil IV sebanyak 6 (enam) orang caleg yaitu 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua)
orang perempuan.
Dari 30 calon yang ditetapkan, terdapat beberapa orang caleg yang baru
bergabung di partai pada saat tiba pemilihan, menurut penulis sendiri pola rekrutmen
yang dilakukan partai Golkar bersifat Pragmatis, hanya melihat dari segi
kepopularitasan suatu figur dan mengenyampingkan pengetahuan politiknya, selain
itu hal ini juga bertolak belakang dengan aturan partai seperti yang di sampaikan
salah satu narasumber sebelumnya bahwa syarat untuk di usung menjadi calon
anggota DPRD Kabupaten minimal menjadi pengurus partai selama 5 tahun. terkait
hal tersebut, salah satu narasumber mencoba memberikan klarifikasi.
Terkait hal tersebut Ibu Hj. A. Kartini Ottong selaku Sekertaris DPD II Partai
Golkar Kabupaten Sinjai memberikan penjelasan bahwasanya;
“karena pada saat pemilihan legislatif periode 2014-2019 kemarin, kita
membutuhkan calon perempuan 30% disetiap Dapil sehinggah
memungkinkan kita mengambil calon perempuan yang baru, karena harus
cukup 30%, karena kapan misal disetiap Dapilnya tidak mencukupi 30%
maka semua calon mulai dari nomor 1 (satu) dan seterusnya gugur, jadi
makanya kemarin partai memasukkan calon perempuan yang baru”.21
Dari hasil wawancara di atas mencerminkan bahwa partai golkar bisa
dikatakan gagal dalam hal kaderisasi karena masih merekrut calon dari luar, Partai
Golkar gagal melahirkan kader-kader yang berkualitas. Seperti yang di jelaskan
sebelumnya bahwa Kaderisasi merupakan proses penyiapan sumber daya manusia
21 Hj. A. Kartini Ottong, Sekertaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai,
Wawancara, Kantor DPRD Kabupaten Sinjai, 7 November 2017 Pukul 13.00 Wita.
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agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan
fungsi organisasi secara lebih bagus.22 Namun hal yang terjadi tidak demikian.
D. Implikasi Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Terhadap Perolehan Suara
Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Periode 2014-2019.
Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses
perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan
konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau
kegiatan tertentu.23 Implikasinya terhadap pola rekrutmen dan kaderisasi terhadap
perolehan suara partai yaitu terjadi penurunan suara partai dan kursi di legislatif.
Salah satu penyebabnya karena proses rekrutmen dan kaderisasi yang dijalankan
suatu partai tidak tepat, jadi untuk menjaga elektabilitas partai politik maka salah
satu yang harus di perbaiki adalah proses rekrutmen dan kaderisasinya.
Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus
merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.
Setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang
demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar
untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak
22 Koiruddin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004). h. 113.
23 Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2002). h. 114-115
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akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk
mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.24
Jadi setiap partai politik sangat berperan dalam melahirkan kader-kader yang
berkualitas, untuk melahirkan kader-kader berkualitas tersebut tentunya hal ini bisa
diraih apabila dalam proses rekruitmen dan kaderisasi yang dilakukan maksimal,
karena dari kader-kader yang berkualitas elektabilitas suatu partai akan terjaga, dan
tentunya bisa mempengaruhi perolehan suara yang di dapatkan oleh partai. Karena
orang memilih tidak melihat partainya melainkan melihat orangnya.
Seperti yang dikatakan oleh Muh. Suyuti selaku Wakil ketua bidang
organisasi DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai bahwa:
“sekarang kan orang pilih orang, berasal dari partai mana calonnya, itu
tidak bermasalah, orang lebih melihat kualitas suatu calon bukan berasal
dari partai mana calon tersebut”.25
Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber di atas membuktikan
bahwa kader partai kurang maksimal dalam memperkenalkan partainya, yang ada
hanya bagaimana cara agar seorang kader tersebut terpilih dan bisa dikatakan bahwa
partai semata hanya di jadikan alat untuk mencapai kepentingan seorang kader.
1. Perolehan Suara Partai Pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Sinjai
Adapun suara partai yang didapatkan oleh Partai Golkar pada pemilihan
legislatif periode 2014-2019 seperti pada tabel berikut:
24 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka,
2008), h. 408.
25 Muh. Suyuti, Wakil Ketua Koordinator Bidang Organisasi DPD II Partai Golkar
Kabupaten Sinjai, Wawancara. Tongke-Tongke, 14 November 2017 Pukul 16.30 Wita.
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Tabel IV.V
Perolehan suara partai pada pemilihan legislatif tahun 2014
No. Partai Politik Perolehan Suara Jumlah Kursi
1. Partai Nasdem 10.785 2
2. PKB 10.210 3
3. PKS 8336 1
4. PDI-Perjuangan 6.719 1
5. Partai Golkar 15.063 4
6. Partai Gerindra 17.783 4
7. Partai Demokrat 18.756 4
8. PAN 9.560 2
9. PPP 13.498 4
10. Partai Hanura 12.455 4
11. PBB 5.656 1
Sumber: Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai
Pada tabel di atas menunjukkan perolehan suara partai Golkar pada pemilihan
legislatif tahun 2014 sebanyak 15. 063 suara berada di urutan ketiga tingkat
perolehan terbanyak di bawah Partai Demokrat dan Partai Gerindra namun mendapat
kursi yang sama dengan Partai Demokrat, Partai Gerindra, PPP dan Partai Hanura.
2. Perolehan Suara Calon Legislatif Yang Lolos Pada Pemilihan Legislatif
2014-2019.
Adapun nama-nama calon terpilih dari usungan Partai Golkar dan jumlah
perolehan suara serta lama berorganisasi di Golkar pada saat di usung di pemilihan
legislatif tahun 2014 seperti pada tabel berikut:
Tabel. IV.VI
Perolehan suara calon legislatif terpilih periode 2014-2019
No. Nama Dapil Suara Lama berorganisasi di
Golkar
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1. Fitrawati A. Fajar, SE., MM 1 1.055 7 tahun
2. Hartati Malkab, SH 2 889
Di rekrut pada saat
pemilihan
3. Sabir 3 1.101 7 tahun
4. Hj. A. Kartini, SP.M.SP 4 1.970 7 tahun
Sumber: Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai
Dari tabel di atas menunjukkan hasil perolehan suara calon legislatif terpilih
usungan Partai Golkar, dari ke empat nama di atas terdapat satu calon yang
merupakan baru bergabung di Partai Golkar pada saat pemilihan tiba, Partai politik
semestinya harus benar-benar menjalankan proses rekrutmen dan kaderisasi yang
baik agar lahir kader yang benar-benar paham tentang politik atau kader yang
berkualitas, kaderisasi yang dilakukan dengan baik juga akan mempermudah partai
politik dalam menentukan calon pemimpin, dan nantinya akan lahir pemimpin-
pemimpin yang benar-benar mampu mewakili orang-orang yang mengutusnya.
Secara tradisional ada 2 pandangan utama tentang peran yang dilakukan oleh para
wakil, pertama representasi seharusnya berperan sebagai delegate (delegasi atau
orang yang di utus), kedua, mestinya berperan sebagai trustee (orang kepercayaan
atau orang yang dipercaya).26
Menjadi orang yang di utus atau di percaya oleh rakyat untuk mewakili rakyat
adalah merupakan tanggung jawab yang besar, oleh karena itu partai politik sangat
berperan penting dalam mengutus atau merekrut calon, partai seharusnya
memberikan figur-figur yang benar-benar paham tentang tugas dan fungsinya
nantinya karena merupakan tanggung jawab besar apabila terpilih, tidak menetapkan
26 Nuri Soeseno, Representasi Politik, Defenisi dan Konsep Representasi, (Depok:
Puskapol FISIP UI, 2013). h. 30-33.
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atau mengusulkan figur-figur yang baru terjun atau tidak memiliki pengalaman yang
cukup dalam dunia politik, karena dalam aturan partai itu sendiri memiliki beberapa
persyaratan  diantaranya minimal menjadi pengurus selama 5 (lima) tahun jika ingin
di calonkan menjadi calon anggota legislatif kabupaten.
Implikasi terhadap perolehan suara terbanyak dan perolehan jumlah kursi
menjadi menurun seperti pada tabel berikut:
Pemilihan Legislatif Tahun Suara Partai Jumlah Kursi
2009 14.717 5
2014 15.063 4
Sumber : Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai
Dari tabel di atas menjelaskan bahwa dalam pemilihan legislatif tahun 2009
dan 2014, Partai Golkar mengalami penurunan dalam memperoleh suara terbanyak
dimana pada pemilihan legislatif 2009 Partai Golkar berhasil menjadi partai dengan
jumlah suara terbanyak, dan memperoleh 5 kursi di DPRD sedangkan pada
pemilihan legislatif 2014 Partai Golkar hanya berada di urutan ketiga peraih suara
terbanyak dan hanya memperoleh 4 kursi. Jadi proses kaderisasi yang buruk





Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang rekruitmen dan kaderisasi
partai Golkar di Kabupaten Sinjai periode 2014-2019 dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam proses rekruitmen tetap
mengutamakan kader-kader partai namun juga merekrut orang-orang dari luar
partai yang di anggap memiliki potensi dengan berbagai pertimbangan dan
tentunya harus mengikuti proses kaderisasi sebelum di tetapkan sebagai calon.
DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam melakukan kaderisasi
memberikan pelatihan/diklat kepada kader maupun yang baru bergabung sebagai
salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia. Dari proses kaderisasi
yang dilakukan diharapkan agar kader dan calon kader mengetahui lebih dalam
visi,misi partai dan akan lebih mengetahui fungsinya sebagai kader.
2. Partai Golkar di Kabupaten Sinjai mengalami penurunan dalam jumlah
perolehan suara terbanyak, dimana pada pemilihan-pemilihan sebelumnya partai
golkar selalu memperoleh suara terbanyak, namun pada pemilihan legislatif
tahun 2014, partai golkar berada pada urutan ketiga tingkat perolehan suara
terbanyak di antara partai peserta pemilu lainnya.
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B. Implikasi
Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Partai politik sebaiknya menjalankan tujuannya dengan baik, kaderisasi adalah
salah satu tujuan penting partai politik, karena dalam suatau kaderisasi yang
baik, partai politik mampu melahirkan kader-kader yang berkualitas, jadi partai
politik mudah dalam menentukan calon pemimpin yang akan bertarung
nantinya.
2. Kelemahan lain dari  dari proses rekruitmen  politik pada partai politik yaitu
segala persyaratan pencalonan anggota legislatif tidak disampaikan secara
umum. Selama ini persyaratan yang ditawarkan oleh masing-masing partai untuk
menjadi anggota legislatif hanya disampaikan pada kepengurusan partai saja,
sehingga masing-masing calon legislatif  mayoritas dipegang oleh orang-orang
yang memiliki jabatan di partai. Seharusnya hal seperti ini dilakukan secara
terbuka, memberikan formulir bagi setiap masyarakat yang ingin bergabung.
3. Partai politik dalam melakukan proses kaderisasi benar memberikan pengenalan
partai kepada kader namun pada kenyataannya masyarakat mengenal partai
hanya terbatas pada keberadaan orang-orang (pengurus) yang ada dalam partai,
kader lebih memperkenalkan visi,misi pribadinya. Seharusnya para kader
menjelaskan platform partai di masyarakat, bukan hanya kepentingan
pribadinya.
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